BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 56 TAHUN
2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

a. bahwa dalam rangka mengakomodir penambahan Dana Alokasi

1.

Khusus (DAK) untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Kesehatan, Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Ketahanan
Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penggunaan Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Dana PEN-PT.
SMI Tahun Anggaran 2022 untuk pembayaran sisa kontrak
Pembangunan jalan simpang empat islamic centre pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan penggunaan Dana
Insentif Fiskal pada Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas
Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan
Holtikultura, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Dinas Perkebunan dan Peternakan, Pergeseran anggaran pada
rincian obyek pada sub kegiatan yang sama untuk Tunjangan
Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG) dan
Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (P3K) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
serta Dana Pendamping DAK dan Tugas Pembantuan yang
bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023,
maka perlu dilakukan pergeseran Anggaran dan Belanja
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor
03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2022 Nomor 11);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
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24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2023 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 05), diubah sebagai
berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran
2023 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah Semula:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 204.958.186.338,00
b. Pendapatan Transfer Rp 1.452.009.311.477,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Rp 120.000.000.000,00
Sah
Jumlah Pendapatan Rp 1.776.967.497.815,00

Pendapatan Daerah Bertambah

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 204.958.186.338,00
b. Pendapatan Transfer Rp1.579.468.254.477,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Rp 120.000.000.000,00
Sah
Jumlah Pendapatan Rp 1.904.426.440.815,00

2. Belanja Semula
a. Belanja Operasi Rp 1.248.375.407.339,00
b. Belanja Modal Rp 349.869.643.933,00
c. Belanja Tidak Terduga Rp 17.554.293.358,00



d. Belanja Transfer

Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)
Belanja Bertambah

a. Belanja Operasi
b. Belanja Modal

c. Belanja Tidak Terduga

d. Belanja Transfer
Jumlah Belanja

Surplus/ (Defisit)

Rp 221.251.487.000,00

Rp 1.837.050.831.630,00

(Rp 60.083.333.815,00)

Rp1.318.319.841.304,00
Rp 438.507.926.396,00
Rp 12.749.687.908,00
Rp 221.251.487.000,00
Rp1.990.828.942.608,00

(Rp 86.402.501.793,00)

3. Pembiayaan Semula
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 102.119.796.815,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 42.036.463.000,00
Pembiayaan Bertambah
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 128.438.964.793,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 42.036.463.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 86.402.501.793,00
SILPA Tahun Berkenaan Rp (0,00)
Total APBD Rp 2.032.865.405.608,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I
2. Lampiran II
3. Lampiran III
4. Lampiran IV
S. Lampiran V

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD yang diklasifikan
menurut Kelompok, Jenis, Objek, Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Perubahan Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD pemberi Hibah;
Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD
Pemberi Bantuan Sosial;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Keuangan bersifat Umum yang diterima serta SKPD
pemberi Bantuan Keuangan,;



o
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran
Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Desa;
Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 ipril 2023
BUPATI TABALONG,

T TR

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 11 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,
TTD

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 08



